
REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI 2025

(RIBU)

02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi
Biru

41.161.075,0

Total 41.161.075,0

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
TARGET

2025

ALOKASI 2025

(RIBU)

01 Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal 85.933.695,0

01.01 Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan 120

01.02 Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan 140,74

01.03 Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan 129,21

01.04 Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan 100

02 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan 38.412.724,0

02.01 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenagan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas

HAP/HPP/Harga Keekonomian

85

02.02 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian 80

02.03 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% 27

02.04 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% 80

02.05 Inflasi pangan bergejolak 4 +/- 1

03 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi 56.837.000,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. VISI Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan
kemandirian pangan

:3. MISI 1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L



KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
TARGET

2025

ALOKASI 2025

(RIBU)

03.01 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan 12

03.02 Prevalence of Undernourishment (PoU) 5

04 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar 36.635.379,0

04.01 Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan 90

04.02 Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi 70

05 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 31.500.000,0

05.01 Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan 95

06 Pengembangan data dan informasi pangan 4.169.863,0

06.01 Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan 3,5

07 Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 112.893.964,0

07.01 Nilai Reformasi Birokrasi 80

07.02 Nilai Kinerja Anggaran 90

Total 366.382.625,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2026 2027 2028

125.HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 249.318.798,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249.318.798,0 0,0 0,0 0,0

125.WA Program Dukungan Manajemen 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0

Total 366.382.625,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366.382.625,0 0,0 0,0 0,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

Jakarta, 08 Mei 2025



REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2025 (RIBU)

Total 0,0

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

01 Pengembangan data dan informasi pangan 4.169.863,0

01.01 Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan 3,5

02 Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 112.893.964,0

02.01 Nilai Reformasi Birokrasi 80

02.02 Nilai Kinerja Anggaran 90

Total 117.063.827,0

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2025 (RIBU)

Total 0,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2026 2027 2028

6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0

Total 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 06 - Pengembangan data dan informasi pangan
07 - Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

:3. PROGRAM Program Dukungan Manajemen

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

Jakarta, 08 Mei 2025



REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS
ALOKASI 2025

(RIBU)

02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi

Biru

41.161.075,0

02.10 Swasembada Pangan 41.161.075,0

Total 41.161.075,0

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
TARGET

2025

ALOKASI 2025

(RIBU)

01 Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal 85.933.695,0

01.01 Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan 122

01.02 Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan 140,74

01.03 Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan 129,21

01.04 Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan 100

02 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan 38.412.724,0

02.01 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat produsen maksimum 5% di bawah dan/atau 10% diatas

HAP/HPP/Harga Keekonomian

85

02.02 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian 80

02.03 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% 27

02.04 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% 80

03 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi 56.837.000,0

03.01 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan 12

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 01 - Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal
02 - Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan
03 - Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi
04 - Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar
05 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

:3. PROGRAM Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)



KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
TARGET

2025

ALOKASI 2025

(RIBU)

03.03 Prevalence of Undernourishment (PoU) 5,0

04 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar 36.635.379,0

04.01 Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan 90

04.02 Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi 70

05 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 31.500.000,0

05.01 Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan 95

Total 249.318.798,0

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2025 (RIBU)

Total 0,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2026 2027 2028

6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 124.346.419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124.346.419,0 0,0 0,0 0,0

6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan 56.837.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.837.000,0 0,0 0,0 0,0

6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 68.135.379,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68.135.379,0 0,0 0,0 0,0

Total 249.318.798,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 249.318.798,0 0,0 0,0 0,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

Jakarta, 08 Mei 2025



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

01 Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pangan 4.169.863,0

01.01 Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional 23

01.02 Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan 3.12

02 Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel 0,0

02.01 Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan 3,02

03 Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional 3.253.804,0

03.01 Tingkat Maturitas SPIP 3,00

03.02 Tingkat Kapabilitas APIP (IACM) 3,00

03.03 Tingkat kepuasan layanan Inspektorat 3,12

04 Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel 0,0

04.01 Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan 3.02

05 Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik 6.329.682,0

05.01 Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja 5,20

05.02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 83,20

06 Terpenuhinya layanan kerjasama bidang pangan 1.124.972,0

06.01 Persentase kerjasama bidang pangan yang ditindaklanjuti 100

07 Terwujudnya layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang prima 2.599.500,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. PROGRAM WA - Program Dukungan Manajemen

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Pengembangan data dan informasi pangan
02 - Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

:4. KEGIATAN 6874 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 02 - Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat
03 - Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
01 - Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
05 - Inspektorat
04 - Pusat Data dan Informasi Pangan

6. SASARAN KEGIATAN



KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

07.01 Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik 3,02

08 Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik 5.203.586,0

08.01 Nilai Indeks Manajemen Perubahan 4,20

08.02 Deregulasi Kebijakan 3,00

08.03 Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi 3,50

08.04 Nilai Indeks Penataan Tata Laksana 4,70

08.05 Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 2,70

08.06 Nilai Indeks Penguatan Pengawasan 3,20

08.07 Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,00

08.08 Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi, SDM dan Hukum 3,12

09 Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik 91.944.320,0

09.01 Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional WTP

09.02 Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum 3,12

10 Tata kelola Anggaran Sekretariat Utama yang akuntabel dan berkualitas 1.645.500,0

10.01 Nilai Kinerja Anggaran 90

11 TErwujudnya pengelolaan ketatausahaan pimpinan, protokol dan rumah tangga yang baik 792.600,0

11.01 Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga. 3,02

11.02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LIngkup Eselon I Badan Pangan Nasional 83,20

11.03 Realisasi Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional 95

Total 117.063.827,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Meningkatnya pengelolaan data dan

informasi pangan

4.169.863,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 3.669.863,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Pangan 3.669.863,0

101 - Layanan Data dan Informasi

Pangan

3.669.863,0

Pusat Pusat 3.669.863,0

01.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 500.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.UAB.001 Sistem Informasi Pangan dan Gizi 500.000,0

101 - Sistem Informasi Pangan dan

Gizi Terintegrasi

500.000,0

Pusat Pusat 500.000,0

03 Pengawasan Internal Badan Pangan

Nasional

3.253.804,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3.253.804,0

03.EBD.965 Layanan Audit Internal 3.253.804,0

101 - Layanan Audit Internal 3.253.804,0

Pusat Pusat 3.253.804,0

05 Terwujudnya tata kelola perencanaan,

anggaran dan monitoring serta evaluasi

yang baik

6.329.682,0

05.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 6.329.682,0

05.EBD.952 Layanan Perencanaan dan

Penganggaran

5.329.682,0

101 - Layanan Perencanaan dan

Penganggaran

5.329.682,0

Pusat Pusat 5.329.682,0

05.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.000.000,0

101 - Layanan Pemantauan dan

Evaluasi

1.000.000,0

Pusat Pusat 1.000.000,0

06 Terpenuhinya layanan kerjasama bidang

pangan

1.124.972,0

06.AEC Kerja sama 1.124.972,0

06.AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan 1.124.972,0

101 - Kerja Sama Bidang Pangan 1.124.972,0

Pusat Pusat 1.124.972,0

07 Terwujudnya layanan hubungan

masyarakat dan informasi publik yang

prima

2.599.500,0

07.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2.599.500,0

07.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan

Informasi

2.599.500,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

101 - Layanan Hubungan

Masyarakat

2.599.500,0

Pusat Pusat 2.599.500,0

08 Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi,

SDM dan Hukum yang baik

5.203.586,0

08.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2.875.900,0

08.EBA.957 Layanan Hukum 1.141.900,0

101 - Layanan Hukum 1.141.900,0

Pusat Pusat 1.141.900,0

08.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Internal

1.734.000,0

101 - Layanan Organisasi dan Tata

Kelola Internal

1.734.000,0

Pusat Pusat 1.734.000,0

08.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1.887.686,0

08.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.887.686,0

101 - Layanan Manajemen SDM

Internal

1.887.686,0

Pusat Pusat 1.887.686,0

08.PAD Peraturan Presiden 440.000,0

08.PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan

Nasional

440.000,0

101 - Penyusunan RPerpres tentang

Rencana Pangan Nasional

440.000,0

Pusat Pusat 440.000,0

09 Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan,

Pengadaan dan Umum yang baik

91.944.320,0

09.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 87.731.016,0

09.EBA.956 Layanan BMN 325.011,0

101 - Layanan BMN dan Pengadaan 325.011,0

Pusat Pusat 325.011,0

09.EBA.962 Layanan Umum 8.348.720,0

101 - Layanan Umum 8.348.720,0

Pusat Pusat 8.348.720,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

09.EBA.994 Layanan Perkantoran 79.057.285,0

001 - Gaji dan Tunjangan 62.254.305,0

Pusat Pusat 62.254.305,0

002 - Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

16.802.980,0

Pusat Pusat 16.802.980,0

09.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.313.304,0

09.EBB.951 Layanan Sarana Internal 2.313.304,0

101 - Layanan Sarana Internal 2.313.304,0

Pusat Pusat 2.313.304,0

09.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah

Daerah

1.900.000,0

09.FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah

Daerah

1.900.000,0

101 - Operasional Satker

Dekonsentrasi

1.900.000,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 49.160,0

Provinsi Sumatera
Utara

Provinsi Sumatera
Utara

48.324,0

Provinsi Sumatera
Barat

Provinsi Sumatera
Barat

46.348,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 46.120,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 45.192,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Provinsi Sumatera
Selatan

44.936,0

Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 45.362,0

Provinsi Lampung Provinsi Lampung 43.518,0

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

44.322,0

Provinsi Kepulauan
Riau

Provinsi Kepulauan
Riau

46.120,0

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 39.860,0

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 40.460,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

44.408,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

45.108,0

Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 45.808,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 40.804,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 46.964,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

50.328,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

53.570,0

Provinsi Kalimantan
Barat

Provinsi Kalimantan
Barat

45.930,0

Provinsi Kalimantan
Tengah

Provinsi Kalimantan
Tengah

46.188,0

Provinsi Kalimantan
Selatan

Provinsi Kalimantan
Selatan

46.274,0

Provinsi Kalimantan
Timur

Provinsi Kalimantan
Timur

49.410,0

Provinsi Kalimantan
Utara

Provinsi Kalimantan
Utara

51.930,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Provinsi Sulawesi
Utara

50.440,0

Provinsi Sulawesi
Tengah

Provinsi Sulawesi
Tengah

50.570,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Provinsi Sulawesi
Selatan

48.006,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Provinsi Sulawesi
Tenggara

46.080,0

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 53.552,0

Provinsi Sulawesi
Barat

Provinsi Sulawesi
Barat

53.930,0

Provinsi Maluku Provinsi Maluku 58.546,0

Provinsi Maluku
Utara

Provinsi Maluku
Utara

57.132,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

64.260,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua Provinsi Papua 61.054,0

Provinsi Papua
Selatan

Provinsi Papua
Selatan

61.654,0

Provinsi Papua
Tengah

Provinsi Papua
Tengah

61.654,0

Provinsi Papua
Pegunungan

Provinsi Papua
Pegunungan

61.654,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Provinsi Papua
Barat Daya

65.024,0

10 Tata kelola Anggaran Sekretariat Utama

yang akuntabel dan berkualitas

1.645.500,0

10.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.645.500,0

10.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.645.500,0

101 - Layanan Manajemen

Keuangan

1.645.500,0

Pusat Pusat 1.645.500,0

11 TErwujudnya pengelolaan ketatausahaan

pimpinan, protokol dan rumah tangga

yang baik

792.600,0

11.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 792.600,0

11.EBA.959 Layanan Protokoler 792.600,0

101 - Layanan Protokoler 792.600,0

Pusat Pusat 792.600,0

Total 117.063.827,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01 Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pangan 4.169.863,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA Data dan Informasi Publik layanan/ dokumen/ publikasi/ Wilayah/
Peta/ Data/ Lokasi

3.669.863,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Pangan 1 layanan 3.669.863,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001.101 Layanan Data dan Informasi Pangan 1,0 layanan 3.669.863,0 3.669.863,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01.UAB Sistem Informasi Pemerintahan Sistem Informasi/ Modul Aplikasi/
Layanan

500.000,0 0,0 0,0 0,0

01.UAB.001 Sistem Informasi Pangan dan Gizi 1 Sistem Informasi 500.000,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

01.UAB.001.101 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi 1,0 sistem informasi 500.000,0 500.000,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

03 Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional 3.253.804,0 0,0 0,0 0,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/ Laporan/
Rekomendasi

3.253.804,0 0,0 0,0 0,0

03.EBD.965 Layanan Audit Internal 24 Laporan 3.253.804,0 24 24 24 0,0 0,0 0,0

03.EBD.965.101 Layanan Audit Internal 24,0 laporan 135.575,2 3.253.804,0 24,0 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0

05 Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring

serta evaluasi yang baik

6.329.682,0 0,0 0,0 0,0

05.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/ Laporan/
Rekomendasi

6.329.682,0 0,0 0,0 0,0

05.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 12 Dokumen 5.329.682,0 15 15 15 0,0 0,0 0,0

05.EBD.952.101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 10,0 dokumen 532.968,2 5.329.682,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

05.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 3 Dokumen 1.000.000,0 5 5 5 0,0 0,0 0,0

05.EBD.953.101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5,0 dokumen 200.000,0 1.000.000,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0

06 Terpenuhinya layanan kerjasama bidang pangan 1.124.972,0 0,0 0,0 0,0

06.AEC Kerja sama Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan 1.124.972,0 0,0 0,0 0,0

06.AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan 1 Dokumen 1.124.972,0 1 1 0 0,0 0,0 0,0

06.AEC.001.101 Kerja Sama Bidang Pangan 1,0 dokumen 1.124.972,0 1.124.972,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

07 Terwujudnya layanan hubungan masyarakat dan informasi

publik yang prima

2.599.500,0 0,0 0,0 0,0

07.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

2.599.500,0 0,0 0,0 0,0

07.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 6 Layanan 2.599.500,0 6 6 6 0,0 0,0 0,0

07.EBA.958.101 Layanan Hubungan Masyarakat 1,0 layanan 2.599.500,0 2.599.500,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

08 Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum yang

baik

5.203.586,0 0,0 0,0 0,0

08.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

2.875.900,0 0,0 0,0 0,0

08.EBA.957 Layanan Hukum 1 Layanan 1.141.900,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

08.EBA.957.101 Layanan Hukum 1,0 layanan 1.141.900,0 1.141.900,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

08.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan 1.734.000,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

08.EBA.960.101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1,0 layanan 1.734.000,0 1.734.000,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08.EBC Layanan Manajemen SDM Internal Orang/ Layanan/ Rekomendasi 1.887.686,0 0,0 0,0 0,0

08.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 396 Orang 1.887.686,0 548 548 548 0,0 0,0 0,0

08.EBC.954.101 Layanan Manajemen SDM Internal 396,0 orang 4.766,9 1.887.686,0 548,0 548,0 548,0 0,0 0,0 0,0

08.PAD Peraturan Presiden PerPres/ R.Perpres 440.000,0 0,0 0,0 0,0

08.PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional 1 R.Perpres 440.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

08.PAD.001.101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan

Nasional

1,0 RPerpres 440.000,0 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum

yang baik

91.944.320,0 0,0 0,0 0,0

09.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

87.731.016,0 0,0 0,0 0,0

09.EBA.956 Layanan BMN 4 Layanan 325.011,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0

09.EBA.956.101 Layanan BMN dan Pengadaan 1,0 layanan 325.011,0 325.011,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09.EBA.962 Layanan Umum 1 Layanan 8.348.720,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

09.EBA.962.101 Layanan Umum 1,0 layanan 8.348.720,0 8.348.720,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09.EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 79.057.285,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

09.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan 1,0 layanan 62.254.305,0 62.254.305,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

09.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,0 layanan 16.802.980,0 16.802.980,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

09.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Unit/ m2/ Paket 2.313.304,0 0,0 0,0 0,0

09.EBB.951 Layanan Sarana Internal 165 Unit 2.313.304,0 175 170 180 0,0 0,0 0,0

09.EBB.951.101 Layanan Sarana Internal 165,0 unit 14.020,0 2.313.304,0 170,0 175,0 180,0 0,0 0,0 0,0

09.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Daerah (ProvKabKota)/ Provinsi/ KabKota 1.900.000,0 0,0 0,0 0,0

09.FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 0 Daerah (Prov/Kab/Kota) 1.900.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

09.FBA.001.101 Operasional Satker Dekonsentrasi 0,0 Infinity 1.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Tata kelola Anggaran Sekretariat Utama yang akuntabel dan

berkualitas

1.645.500,0 0,0 0,0 0,0

10.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen/ Layanan/ Laporan/
Rekomendasi

1.645.500,0 0,0 0,0 0,0

10.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen 1.645.500,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

10.EBD.955.101 Layanan Manajemen Keuangan 1,0 dokumen 1.645.500,0 1.645.500,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

11 TErwujudnya pengelolaan ketatausahaan pimpinan, protokol

dan rumah tangga yang baik

792.600,0 0,0 0,0 0,0

11.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan/ Laporan/ Dokumen/
Rekomendasi/ Unit

792.600,0 0,0 0,0 0,0

11.EBA.959 Layanan Protokoler 1 Layanan 792.600,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

11.EBA.959.101 Layanan Protokoler 1,0 layanan 792.600,0 792.600,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Total 117.063.827,0 - - - 0,0 0,0 0,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pangan 4.169.863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.169.863,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 3.669.863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.669.863,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Pangan 3.669.863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.669.863,0

01.QMA.001.101 Layanan Data dan Informasi Pangan Utama 3.669.863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.669.863,0

01.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.UAB.001 Sistem Informasi Pangan dan Gizi 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

01.UAB.001.101 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi Utama 500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500.000,0

03 Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional 3.253.804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.253.804,0

03.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3.253.804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.253.804,0

03.EBD.965 Layanan Audit Internal 3.253.804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.253.804,0

03.EBD.965.101 Layanan Audit Internal Utama 3.253.804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.253.804,0

05 Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik 6.329.682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.329.682,0

05.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 6.329.682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.329.682,0

05.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 5.329.682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.329.682,0

05.EBD.952.101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Utama 5.329.682,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.329.682,0

05.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

05.EBD.953.101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Utama 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

06 Terpenuhinya layanan kerjasama bidang pangan 1.124.972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.124.972,0

06.AEC Kerja sama 1.124.972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.124.972,0

06.AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan 1.124.972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.124.972,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

06.AEC.001.101 Kerja Sama Bidang Pangan Utama 1.124.972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.124.972,0

07 Terwujudnya layanan hubungan masyarakat dan informasi publik yang prima 2.599.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.599.500,0

07.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2.599.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.599.500,0

07.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 2.599.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.599.500,0

07.EBA.958.101 Layanan Hubungan Masyarakat Utama 2.599.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.599.500,0

08 Terwujudnya tata kelola Biro Organisasi, SDM dan Hukum yang baik 5.203.586,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.203.586,0

08.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2.875.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.875.900,0

08.EBA.957 Layanan Hukum 1.141.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.141.900,0

08.EBA.957.101 Layanan Hukum Utama 1.141.900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.141.900,0

08.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.734.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.734.000,0

08.EBA.960.101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Utama 1.734.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.734.000,0

08.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1.887.686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.887.686,0

08.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.887.686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.887.686,0

08.EBC.954.101 Layanan Manajemen SDM Internal Utama 1.887.686,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.887.686,0

08.PAD Peraturan Presiden 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0

08.PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0

08.PAD.001.101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional Utama 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0

09 Terwujudnya tata kelola Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik 91.944.320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.944.320,0

09.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 87.731.016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87.731.016,0

09.EBA.956 Layanan BMN 325.011,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325.011,0

09.EBA.956.101 Layanan BMN dan Pengadaan Utama 325.011,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325.011,0

09.EBA.962 Layanan Umum 8.348.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.348.720,0

09.EBA.962.101 Layanan Umum Utama 8.348.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.348.720,0

09.EBA.994 Layanan Perkantoran 79.057.285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79.057.285,0

09.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan Utama 62.254.305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62.254.305,0

09.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 16.802.980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.802.980,0

09.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.313.304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.313.304,0

09.EBB.951 Layanan Sarana Internal 2.313.304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.313.304,0

09.EBB.951.101 Layanan Sarana Internal Utama 2.313.304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.313.304,0

09.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 1.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900.000,0

09.FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 1.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900.000,0

09.FBA.001.101 Operasional Satker Dekonsentrasi 1.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.900.000,0



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

10 Tata kelola Anggaran Sekretariat Utama yang akuntabel dan berkualitas 1.645.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.645.500,0

10.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1.645.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.645.500,0

10.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 1.645.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.645.500,0

10.EBD.955.101 Layanan Manajemen Keuangan Utama 1.645.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.645.500,0

11 TErwujudnya pengelolaan ketatausahaan pimpinan, protokol dan rumah tangga yang baik 792.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 792.600,0

11.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 792.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 792.600,0

11.EBA.959 Layanan Protokoler 792.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 792.600,0

11.EBA.959.101 Layanan Protokoler Utama 792.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 792.600,0

Total 117.063.827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117.063.827,0

Jakarta, 08 Mei 2025



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

01 Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal 85.933.695,0

01.01 Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan 122

01.02 Angka kecukupan energi (AKE) ketersediaan 3101

01.03 Angka kecukupan protein (AKP) ketersediaan 88,66

01.04 Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan 100

02 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan 38.412.724,0

02.01 Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat produsen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan 75

02.02 Persentase jumlah komoditas pangan di tingkat konsumen yang memenuhi kriteria harga stabil dibanding dengan jumlah komoditas pangan sesuai kewenangan 75

02.03 Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional per-kuartal, maksimum 10% 27

02.04 Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen per-kuartal perbedaan maksimum 10% 80

Total 124.346.419,0

KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Pemenuhan kebutuhan pangan

secara optimal

85.933.695,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. PROGRAM HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal
02 - Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan

:4. KEGIATAN 6875 - Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 07 - Direktorat Ketersediaan Pangan
06 - Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
08 - Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.AEA Koordinasi 19.854.964,0

01.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi,

Bimtek, Monev dan

Pelaporan Ketersediaan

Pangan

3.232.364,0

101 - Koordinasi,

Sosialisasi, Bimtek, Monev

dan Pelaporan

Ketersediaan Pangan

3.232.364,0

Pusat Pusat 3.232.364,0

01.AEA.003 Koordinasi, Sosialisasi,

Bimtek, Monev dan

Pelaporan Distribusi dan

Cadangan Pangan

16.622.600,0

101 - Koordinasi,

Sosialisasi, Bimtek, Monev

dan Pelaporan Distribusi

dan Cadangan Pangan

16.622.600,0

Pusat Pusat 10.758.150,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 212.264,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera Utara

393.876,0

Provinsi
Sumatera Barat

Provinsi
Sumatera Barat

39.284,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 158.612,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 147.630,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

189.906,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

108.684,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

277.566,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

117.948,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

111.108,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

525.630,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

121.164,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

72.336,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

298.278,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 118.000,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 135.254,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

151.180,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

206.422,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

72.182,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

122.370,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

186.270,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

26.782,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

115.634,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

179.074,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

171.596,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

217.238,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

140.894,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

118.308,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

116.054,0

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 132.302,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi Maluku
Utara

201.968,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

246.482,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 245.619,0

Provinsi Papua
Selatan

Provinsi Papua
Selatan

34.656,0

Provinsi Papua
Tengah

Provinsi Papua
Tengah

43.019,0

Provinsi Papua
Pegunungan

Provinsi Papua
Pegunungan

34.656,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Provinsi Papua
Barat Daya

74.204,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur

dan Kriteria

2.600.000,0

01.AFA.001 NSPK Ketersediaan Pangan 600.000,0

101 - Penyusunan NSPK

Ketersediaan Pangan

600.000,0

Pusat Pusat 600.000,0

01.AFA.003 NSPK Distribusi dan

Cadangan Pangan

2.000.000,0

101 - Penyusunan NSPK

Distribusi dan Cadangan

Pangan

2.000.000,0

Pusat Pusat 2.000.000,0

01.BEC Bantuan Produk 36.430.340,0

01.BEC.001 Penyaluran Cadangan

Pangan Pemerintah

36.430.340,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

101 - Penyaluran

Cadangan Pangan

Pemerintah

36.430.340,0

Pusat Pusat 36.430.340,0

01.PBR Kebijakan Bidang Pertanian

dan Perikanan

10.862.045,0

01.PBR.001 Rekomendasi Kebijakan

Ketersediaan Pangan

6.862.045,0

101 - Penyusunan

Rekomendasi Kebijakan

Ketersediaan Pangan

6.862.045,0

Pusat Pusat 1.851.205,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 139.995,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera Utara

159.275,0

Provinsi
Sumatera Barat

Provinsi
Sumatera Barat

136.965,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 122.900,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 124.900,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

136.045,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

123.200,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

127.775,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

120.205,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

121.325,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

105.950,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

144.095,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

153.875,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

112.125,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

167.270,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 116.600,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 121.415,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

121.950,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

158.670,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

128.290,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

128.010,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

130.260,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

128.850,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

115.175,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

139.250,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

133.900,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

151.640,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

146.755,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

118.520,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

118.100,0

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 132.435,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi Maluku
Utara

139.350,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

131.545,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 138.515,0

Provinsi Papua
Selatan

Provinsi Papua
Selatan

120.540,0

Provinsi Papua
Tengah

Provinsi Papua
Tengah

133.880,0

Provinsi Papua
Pegunungan

Provinsi Papua
Pegunungan

137.880,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Provinsi Papua
Barat Daya

123.410,0

01.PBR.003 Rekomendasi Kebijakan

Distribusi dan Cadangan

Pangan

Memantapkan Sistem Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Swasembada
Pangan

Penguatan
Cadangan
Pangan

Pengelolaan
Cadangan
Pangan

4.000.000,0

101 - Penyusunan

Rekomendasi Kebijakan

Distribusi dan Cadangan

Pangan

4.000.000,0

Pusat Pusat 4.000.000,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 9.186.346,0

01.QMA.001 Data dan Informasi

Ketersediaan Pangan

Memantapkan Sistem Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Swasembada
Pangan

Penguatan
Cadangan
Pangan

Kebijakan
Pengelolaan
Cadangan
Pangan

5.486.346,0

101 - Data dan Informasi

Ketersediaan Pangan

5.486.346,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Pusat Pusat 5.486.346,0

01.QMA.003 Data dan Informasi Distribusi

dan Cadangan Pangan

Memantapkan Sistem Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Swasembada
Pangan

Penguatan
Cadangan
Pangan

Pengelolaan
Cadangan
Pangan

3.700.000,0

101 - Data dan Informasi

Distribusi dan Cadangan

Pangan

3.700.000,0

Pusat Pusat 1.013.350,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 97.350,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera Utara

133.350,0

Provinsi
Sumatera Barat

Provinsi
Sumatera Barat

127.350,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 74.400,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 79.350,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

115.350,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

67.350,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

103.350,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

56.400,0

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

55.350,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

175.350,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

224.400,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

43.350,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

199.350,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 62.400,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

74.400,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

61.350,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

91.350,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

67.350,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

91.350,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

73.350,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

25.350,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

91.350,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

86.400,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

139.350,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

55.350,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

49.350,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

37.350,0

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 81.750,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

26.400,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 20.400,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian,

Kehutanan dan Lingkungan

Hidup

7.000.000,0

01.RAG.001 Sarana Logistik Pangan Memantapkan Sistem Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Swasembada
Pangan

Penguatan
Cadangan
Pangan

Pengelolaan
Cadangan
Pangan

7.000.000,0

101 - Fasilitasi Sarana

Logistik Pangan

7.000.000,0

Pusat Pusat 7.000.000,0

02 Terwujudnya stabilisasi

pasokan dan harga pangan

38.412.724,0

02.AEA Koordinasi 2.107.919,0

02.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi,

Bimtek, Monev dan

Pelaporan Stabilisasi

Pasokan dan Harga Pangan

2.107.919,0

101 - Koordinasi,

Sosialisasi, Bimtek, Monev

dan Pelaporan Stabilisasi

Pasokan dan Harga

Pangan

2.107.919,0

Pusat Pusat 2.107.919,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur

dan Kriteria

951.500,0

02.AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

951.500,0

101 - Penyusunan NSPK

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

951.500,0

Pusat Pusat 951.500,0

02.PBR Kebijakan Bidang Pertanian

dan Perikanan

3.180.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

02.PBR.002 Rekomendasi Kebijakan

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

3.180.000,0

101 - Penyusunan

Rekomendasi Kebijakan

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

3.180.000,0

Pusat Pusat 3.180.000,0

02.QDD Fasilitasi dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat

13.803.000,0

02.QDD.001 Pangan yang Terdistribusi 1.000.000,0

101 - Fasilitasi Distribusi

Pangan

1.000.000,0

Pusat Pusat 1.000.000,0

02.QDD.002 Gerakan Pangan Murah yang

dilaksanakan

11.346.000,0

101 - Pelaksanaan GPM 11.346.000,0

Pusat Pusat 3.523.200,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 223.400,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera Utara

258.360,0

Provinsi
Sumatera Barat

Provinsi
Sumatera Barat

219.400,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 185.400,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 215.400,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

264.400,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

268.400,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

249.400,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

185.400,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

183.600,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

103.880,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

313.600,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

355.200,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

204.400,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

295.600,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 219.400,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 189.400,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

223.400,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

220.600,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

219.400,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

194.200,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

188.200,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

106.800,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

219.400,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

261.200,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

219.400,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

313.760,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

219.400,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

188.200,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

219.400,0

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 227.400,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi Maluku
Utara

253.800,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

286.200,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 327.400,0

02.QDD.003 Kios Pangan yang

dikembangkan

1.457.000,0

101 - Pengembangan Kios

Pangan

1.457.000,0

Pusat Pusat 616.400,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 25.000,0

Provinsi
Sumatera Barat

Provinsi
Sumatera Barat

25.000,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 25.000,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 25.000,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

25.300,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

25.000,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

25.300,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

25.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan Riau

Provinsi
Kepulauan Riau

25.000,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

15.000,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

30.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

35.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

25.000,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

35.000,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 25.000,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 25.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

25.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

25.000,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

25.000,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

25.000,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

25.000,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

25.000,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

25.000,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

25.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

25.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN /

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

/ RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

25.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

25.000,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

25.000,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

25.000,0

Provinsi
Maluku

Provinsi Maluku 25.000,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi Maluku
Utara

25.000,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

25.000,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 25.000,0

02.QMA Data dan Informasi Publik 15.370.305,0

02.QMA.002 Data dan Informasi

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

15.370.305,0

101 - Data dan Informasi

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

15.370.305,0

Pusat Pusat 15.370.305,0

02.RAG Sarana Bidang Pertanian,

Kehutanan dan Lingkungan

Hidup

3.000.000,0

02.RAG.002 Sarana Stabilisasi Pasokan

dan Harga Pangan

3.000.000,0

101 - Fasilitasi Sarana

Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan

3.000.000,0

Pusat Pusat 3.000.000,0

Total 124.346.419,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01 Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal 85.933.695,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA Koordinasi kegiatan 19.854.964,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Ketersediaan Pangan

1 kegiatan 3.232.364,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

01.AEA.001.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Ketersediaan Pangan

1,0 kegiatan 3.232.364,0 3.232.364,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA.003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Distribusi dan Cadangan Pangan

38 kegiatan 16.622.600,0 38 38 38 0,0 0,0 0,0

01.AEA.003.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Distribusi dan Cadangan Pangan

362.791,0 Kegiatan 45,8 16.622.600,0 362.790,0 362.791,0 362.791,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan Standar/
Pedoman/ Standar

2.600.000,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001 NSPK Ketersediaan Pangan 6 NSPK 600.000,0 7 7 7 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.101 Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan 7,0 NSPK 85.714,3 600.000,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.003 NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan 12 NSPK 2.000.000,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0

01.AFA.003.101 Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan 4,0 NSPK 500.000,0 2.000.000,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

01.BEC Bantuan Produk Paket 36.430.340,0 0,0 0,0 0,0

01.BEC.001 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 0 Paket 36.430.340,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.BEC.001.101 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 0,0 Infinity 36.430.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan/ Kajian 10.862.045,0 0,0 0,0 0,0

01.PBR.001 Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan 40 Rekomendasi Kebijakan 6.862.045,0 40 40 40 0,0 0,0 0,0

01.PBR.001.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan

Pangan

40,0 Rekomendasi Kebijakan 171.551,1 6.862.045,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0

01.PBR.003 Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan 6 Rekomendasi Kebijakan 4.000.000,0 10 10 10 0,0 0,0 0,0

01.PBR.003.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan

Cadangan Pangan

6,0 Rekomendasi Kebijakan 666.666,7 4.000.000,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA Data dan Informasi Publik layanan/ dokumen/ publikasi/
Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi

9.186.346,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan 3 Data 5.486.346,0 3 3 3 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001.101 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan 3,0 data 1.828.782,0 5.486.346,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.003 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan 32 Data 3.700.000,0 32 32 32 0,0 0,0 0,0

01.QMA.003.101 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan 70,0 data 52.857,1 3.700.000,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Unit 7.000.000,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01.RAG.001 Sarana Logistik Pangan 4 Unit 7.000.000,0 15 17 20 0,0 0,0 0,0

01.RAG.001.101 Fasilitasi Sarana Logistik Pangan 11,0 unit 636.363,6 7.000.000,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan 38.412.724,0 0,0 0,0 0,0

02.AEA Koordinasi kegiatan 2.107.919,0 0,0 0,0 0,0

02.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1 kegiatan 2.107.919,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

02.AEA.002.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2,0 Kegiatan 1.053.959,5 2.107.919,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan Standar/
Pedoman/ Standar

951.500,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3 NSPK 951.500,0 10 10 10 0,0 0,0 0,0

02.AFA.002.101 Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga

Pangan

15,0 NSPK 63.433,3 951.500,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

02.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan/ Kajian 3.180.000,0 0,0 0,0 0,0

02.PBR.002 Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga

Pangan

2 Rekomendasi Kebijakan 3.180.000,0 18 18 18 0,0 0,0 0,0

02.PBR.002.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi

Pasokan dan Harga Pangan

2,0 Rekomendasi Kebijakan 1.590.000,0 3.180.000,0 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0

02.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat 13.803.000,0 0,0 0,0 0,0

02.QDD.001 Pangan yang Terdistribusi 75 Kelompok Masyarakat 1.000.000,0 200 200 200 0,0 0,0 0,0

02.QDD.001.101 Fasilitasi Distribusi Pangan 200,0 kelompok masyarakat 5.000,0 1.000.000,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

02.QDD.002 Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan 35 Kelompok Masyarakat 11.346.000,0 35 35 35 0,0 0,0 0,0

02.QDD.002.101 Pelaksanaan GPM 35,0 Lokasi 324.171,4 11.346.000,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0

02.QDD.003 Kios Pangan yang dikembangkan 34 Kelompok Masyarakat 1.457.000,0 72 72 72 0,0 0,0 0,0

02.QDD.003.101 Pengembangan Kios Pangan 34,0 Lokasi 42.852,9 1.457.000,0 72,0 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0

02.QMA Data dan Informasi Publik layanan/ dokumen/ publikasi/
Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi

15.370.305,0 0,0 0,0 0,0

02.QMA.002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2 Data 15.370.305,0 13 13 13 0,0 0,0 0,0

02.QMA.002.101 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga

Pangan

2,0 data 7.685.152,5 15.370.305,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

02.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Unit 3.000.000,0 0,0 0,0 0,0

02.RAG.002 Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3 Unit 3.000.000,0 6 7 8 0,0 0,0 0,0

02.RAG.002.101 Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3,0 Unit 1.000.000,0 3.000.000,0 6,0 7,0 8,0 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

Total 124.346.419,0 - - - 0,0 0,0 0,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Pemenuhan kebutuhan pangan secara optimal 85.933.695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85.933.695,0

01.AEA Koordinasi 19.854.964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19.854.964,0

01.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan 3.232.364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.232.364,0

01.AEA.001.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan Utama 3.232.364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.232.364,0

01.AEA.003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan 16.622.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.622.600,0

01.AEA.003.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan

Pangan

Utama 16.622.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.622.600,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2.600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.600.000,0

01.AFA.001 NSPK Ketersediaan Pangan 600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000,0

01.AFA.001.101 Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan Utama 600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000,0

01.AFA.003 NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan 2.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000.000,0

01.AFA.003.101 Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan Utama 2.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000.000,0

01.BEC Bantuan Produk 36.430.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430.340,0

01.BEC.001 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 36.430.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430.340,0

01.BEC.001.101 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah 36.430.340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.430.340,0

01.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 10.862.045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.862.045,0

01.PBR.001 Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan 6.862.045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.862.045,0

01.PBR.001.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan Utama 6.862.045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.862.045,0

01.PBR.003 Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan 4.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.000.000,0

01.PBR.003.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan Utama 4.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.000.000,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 9.186.346,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.186.346,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan 5.486.346,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.486.346,0

01.QMA.001.101 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan Utama 5.486.346,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.486.346,0

01.QMA.003 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan 3.700.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.700.000,0

01.QMA.003.101 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan Utama 3.700.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.700.000,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 7.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.000.000,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.RAG.001 Sarana Logistik Pangan 7.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.000.000,0

01.RAG.001.101 Fasilitasi Sarana Logistik Pangan Utama 7.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.000.000,0

02 Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan 38.412.724,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38.412.724,0

02.AEA Koordinasi 2.107.919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.107.919,0

02.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga

Pangan

2.107.919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.107.919,0

02.AEA.002.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga

Pangan

Utama 2.107.919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.107.919,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 951.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951.500,0

02.AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 951.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951.500,0

02.AFA.002.101 Penyusunan NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Utama 951.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 951.500,0

02.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 3.180.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.180.000,0

02.PBR.002 Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3.180.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.180.000,0

02.PBR.002.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Utama 3.180.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.180.000,0

02.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 13.803.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.803.000,0

02.QDD.001 Pangan yang Terdistribusi 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

02.QDD.001.101 Fasilitasi Distribusi Pangan Utama 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

02.QDD.002 Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan 11.346.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.346.000,0

02.QDD.002.101 Pelaksanaan GPM Utama 11.346.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.346.000,0

02.QDD.003 Kios Pangan yang dikembangkan 1.457.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.457.000,0

02.QDD.003.101 Pengembangan Kios Pangan Utama 1.457.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.457.000,0

02.QMA Data dan Informasi Publik 15.370.305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.370.305,0

02.QMA.002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 15.370.305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.370.305,0

02.QMA.002.101 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Utama 15.370.305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.370.305,0

02.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000.000,0

02.RAG.002 Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000.000,0

02.RAG.002.101 Fasilitasi Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Utama 3.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000.000,0

Total 124.346.419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124.346.419,0

Jakarta, 08 Mei 2025



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

01 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi 56.837.000,0

01.01 Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan 1

01.02 Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi 1

Total 56.837.000,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi 56.837.000,0

01.AEA Koordinasi 12.373.800,0

01.AEA.001 Koordinasi, Monev dan Pelaporan

Pengendalian Kerawanan Pangan

3.981.760,0

101 - Koordinasi, Monev dan Pelaporan

Pengendalian Kerawanan Pangan

3.981.760,0

Pusat Pusat 3.981.760,0

01.AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan

Pangan

8.392.040,0

101 - Koordinasi mendukung

Penyelamatan Pangan

8.392.040,0

Pusat Pusat 7.032.040,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. PROGRAM HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

:3. SASARAN PROGRAM 03 - Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi

:4. KEGIATAN 6876 - Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 09 - Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
10 - Direktorat Kewaspadaan Pangan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Sumatera
Utara

Provinsi Sumatera
Utara

80.000,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 80.000,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Provinsi Sumatera
Selatan

80.000,0

Provinsi Lampung Provinsi Lampung 80.000,0

Provinsi Kepulauan
Riau

Provinsi Kepulauan
Riau

80.000,0

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 80.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

80.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

80.000,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa Timur 80.000,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 80.000,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 80.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

160.000,0

Provinsi
Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan
Selatan

80.000,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan
Timur

80.000,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Provinsi Sulawesi
Utara

80.000,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Provinsi Sulawesi
Selatan

80.000,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 400.000,0

01.AFA.001 NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan 400.000,0

101 - Penyusunan NSPK Pengendalian

Kerawanan Pangan

400.000,0

Pusat Pusat 400.000,0

01.PAD Peraturan Presiden 440.000,0

01.PAD.001 RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)

440.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

101 - Penyusunan RPerpres Kebijakan

dan Strategi Nasional Penyelamatan

Susut dan Sisa Pangan (SSP)

440.000,0

Pusat Pusat 440.000,0

01.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 8.210.259,0

01.PBR.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian

Kerawanan Pangan

3.500.000,0

101 - Penyusunan Rekomendasi

Kebijakan Pengendalian Kerawanan

Pangan

3.500.000,0

Pusat Pusat 1.600.000,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 50.000,0

Provinsi Sumatera
Utara

Provinsi Sumatera
Utara

50.000,0

Provinsi Sumatera
Barat

Provinsi Sumatera
Barat

50.000,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 50.000,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 50.000,0

Provinsi Sumatera
Selatan

Provinsi Sumatera
Selatan

50.000,0

Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 50.000,0

Provinsi Lampung Provinsi Lampung 50.000,0

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

50.000,0

Provinsi Kepulauan
Riau

Provinsi Kepulauan
Riau

50.000,0

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 50.000,0

Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 50.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

50.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

50.000,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa Timur 50.000,0

Provinsi Banten Provinsi Banten 50.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Bali Provinsi Bali 50.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

50.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa
Tenggara Timur

50.000,0

Provinsi
Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan
Barat

50.000,0

Provinsi
Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan
Tengah

50.000,0

Provinsi
Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan
Selatan

50.000,0

Provinsi
Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan
Timur

50.000,0

Provinsi
Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan
Utara

50.000,0

Provinsi Sulawesi
Utara

Provinsi Sulawesi
Utara

50.000,0

Provinsi Sulawesi
Tengah

Provinsi Sulawesi
Tengah

50.000,0

Provinsi Sulawesi
Selatan

Provinsi Sulawesi
Selatan

50.000,0

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Provinsi Sulawesi
Tenggara

50.000,0

Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 50.000,0

Provinsi Sulawesi
Barat

Provinsi Sulawesi
Barat

50.000,0

Provinsi Maluku Provinsi Maluku 50.000,0

Provinsi Maluku
Utara

Provinsi Maluku
Utara

50.000,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

50.000,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 50.000,0

Provinsi Papua
Selatan

Provinsi Papua
Selatan

50.000,0

Provinsi Papua
Tengah

Provinsi Papua
Tengah

50.000,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Papua
Pegunungan

Provinsi Papua
Pegunungan

50.000,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Provinsi Papua
Barat Daya

50.000,0

01.PBR.004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan

Pangan

4.710.259,0

101 - Penyusunan Rekomendasi

Kebijakan Kewaspadaan Pangan

4.710.259,0

Pusat Pusat 4.710.259,0

01.QEC Bantuan Produk 18.983.200,0

01.QEC.001 Bantuan Pangan dalam rangka

Pengendalian Kerawanan Pangan

18.400.000,0

101 - Penyaluran bantuan pangan

dalam rangka pengendalian rawan

pangan

18.400.000,0

Pusat Pusat 18.400.000,0

01.QEC.103 Bantuan Pangan terfortifikasi dan

Biofortifikasi

583.200,0

101 - Penyaluran Bantuan Pangan

terfortifikasi

583.200,0

Pusat Pusat 583.200,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 8.888.143,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Pengendalian

Kerawanan Pangan

1.000.000,0

101 - Data dan Informasi Pengendalian

Kerawanan Pangan

1.000.000,0

Pusat Pusat 1.000.000,0

01.QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan 7.000.000,0

101 - Data dan Informasi Penyelamatan

Pangan

7.000.000,0

Pusat Pusat 7.000.000,0

01.QMA.004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 888.143,0

101 - Data dan Informasi Kewaspadaan

Pangan

888.143,0

Pusat Pusat 888.143,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN

OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA
PRIORITAS

NASIONAL

PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI (RP

RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan

Lingkungan Hidup

7.541.598,0

01.RAG.001 Sarana prasarana upaya penyelamatan

pangan

7.541.598,0

101 - Fasilitasi sarana prasarana upaya

penyelamatan pangan

7.541.598,0

Pusat Pusat 7.541.598,0

Total 56.837.000,0

KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi 56.837.000,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA Koordinasi kegiatan 12.373.800,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA.001 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan

Pangan

1 kegiatan 3.981.760,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

01.AEA.001.101 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian

Kerawanan Pangan

1,0 Kegiatan 3.981.760,0 3.981.760,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan 17 kegiatan 8.392.040,0 17 17 17 0,0 0,0 0,0

01.AEA.003.101 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan 17,0 kegiatan 493.649,4 8.392.040,0 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan Standar/
Pedoman/ Standar

400.000,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001 NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan 4 NSPK 400.000,0 4 4 4 0,0 0,0 0,0

01.AFA.001.101 Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan 4,0 NSPK 100.000,0 400.000,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

01.PAD Peraturan Presiden PerPres/ R.Perpres 440.000,0 0,0 0,0 0,0

01.PAD.001 RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan

Susut dan Sisa Pangan (SSP)

1 R.Perpres 440.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.PAD.001.101 Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)

1,0 RPerpres 440.000,0 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan/ Kajian 8.210.259,0 0,0 0,0 0,0

01.PBR.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan 39 Rekomendasi Kebijakan 3.500.000,0 592 592 592 0,0 0,0 0,0

01.PBR.001.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian

Kerawanan Pangan

39,0 rekomendasi kebijakan 89.743,6 3.500.000,0 592,0 592,0 592,0 0,0 0,0 0,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01.PBR.004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan 5 Rekomendasi Kebijakan 4.710.259,0 6 12 12 0,0 0,0 0,0

01.PBR.004.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan

Pangan

5,0 Rekomendasi 942.051,8 4.710.259,0 6,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0

01.QEC Bantuan Produk Paket 18.983.200,0 0,0 0,0 0,0

01.QEC.001 Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan

Pangan

64800 Paket 18.400.000,0 100000 100000 100000 0,0 0,0 0,0

01.QEC.001.101 Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian

rawan pangan

64.800,0 paket 284,0 18.400.000,0 100.000,0 100.000,0 100.000,0 0,0 0,0 0,0

01.QEC.103 Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 1944 Paket 583.200,0 2139 2352 2586 0,0 0,0 0,0

01.QEC.103.101 Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi 1.944,0 Paket 300,0 583.200,0 2.139,0 2.352,0 2.586,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA Data dan Informasi Publik layanan/ dokumen/ publikasi/
Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi

8.888.143,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan 0 Data 1.000.000,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.001.101 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan 0,0 data Infinity 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan 1 Data 7.000.000,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

01.QMA.003.101 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan 1,0 data 7.000.000,0 7.000.000,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

01.QMA.004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 1 Data 888.143,0 139 189 239 0,0 0,0 0,0

01.QMA.004.101 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 1,0 Data 888.143,0 888.143,0 139,0 189,0 239,0 0,0 0,0 0,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Unit 7.541.598,0 0,0 0,0 0,0

01.RAG.001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan 15 Unit 7.541.598,0 15 17 20 0,0 0,0 0,0

01.RAG.001.101 Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan 15,0 Unit 502.773,2 7.541.598,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Total 56.837.000,0 - - - 0,0 0,0 0,0

KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi 56.837.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.837.000,0

01.AEA Koordinasi 12.373.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.373.800,0

01.AEA.001 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan 3.981.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.981.760,0

01.AEA.001.101 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan Utama 3.981.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.981.760,0

01.AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan 8.392.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.392.040,0

01.AEA.003.101 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan Utama 8.392.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.392.040,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 400.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400.000,0

01.AFA.001 NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan 400.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400.000,0

01.AFA.001.101 Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan Utama 400.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400.000,0

01.PAD Peraturan Presiden 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0

01.PAD.001 RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP) 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0

01.PAD.001.101 Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa

Pangan (SSP)

Utama 440.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440.000,0

01.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 8.210.259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.210.259,0

01.PBR.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan 3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0

01.PBR.001.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan Utama 3.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.500.000,0

01.PBR.004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan 4.710.259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.710.259,0

01.PBR.004.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan Utama 4.710.259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.710.259,0

01.QEC Bantuan Produk 18.983.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.983.200,0

01.QEC.001 Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan 18.400.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.400.000,0

01.QEC.001.101 Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian rawan pangan Utama 18.400.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.400.000,0

01.QEC.103 Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 583.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 583.200,0

01.QEC.103.101 Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi Utama 583.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 583.200,0

01.QMA Data dan Informasi Publik 8.888.143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.888.143,0

01.QMA.001 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

01.QMA.001.101 Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan Utama 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

01.QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan 7.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.000.000,0

01.QMA.003.101 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Utama 7.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.000.000,0

01.QMA.004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan 888.143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 888.143,0

01.QMA.004.101 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan Utama 888.143,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 888.143,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 7.541.598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.541.598,0

01.RAG.001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan 7.541.598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.541.598,0

01.RAG.001.101 Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan Utama 7.541.598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.541.598,0

Total 56.837.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.837.000,0

Jakarta, 08 Mei 2025



REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2025 ALOKASI 2025 (RIBU)

01 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar 36.635.379,0

01.01 Jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi 25

01.02 Persentase pengawas keamanan pangan yang kompeten 70

01.03 Jumlah standar keamanan dan mutu pangan yang disusun 8

02 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 31.500.000,0

02.01 Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi

02.02 Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi

02.03 Konsumsi daging

02.04 Konsumsi sayur dan buah

02.05 Konsumsi protein asal ternak

Total 68.135.379,0

KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01 Terjaminnya keamanan dan mutu

pangan segar

36.635.379,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

:2. PROGRAM HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

:3. SASARAN PROGRAM 04 - Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar
05 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

:4. KEGIATAN 6877 - Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 12 - Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
11 - Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
13 - Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan

Perikanan

1.243.760,0

01.ABR.002 Rekomendasi Kebijakan

Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan

Iklan Pangan

1.243.760,0

101 - Penyusunan

Rekomendasi Kebijakan

Keamanan, Mutu, Gizi, Label

dan Iklan Pangan

1.243.760,0

Pusat Pusat 1.243.760,0

01.AEA Koordinasi 9.489.130,0

01.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek,

Monev dan Pelaporan

Perumusan dan Pemenuhan

Standar Keamanan dan Mutu

Pangan

4.628.480,0

101 - Koordinasi, Sosialisasi,

Bimtek, Monev dan

Pelaporan Perumusan dan

Pemenuhan Standar

Keamanan dan Mutu Pangan

4.628.480,0

Pusat Pusat 4.628.480,0

01.AEA.003 Koordinasi, Monev dan

Pelaporan Pengawasan

Penerapan Standar Keamanan

dan Mutu Pangan

4.860.650,0

101 - Koordinasi, Monev dan

Pelaporan Pengawasan

Penerapan Standar

Keamanan dan Mutu Pangan

4.860.650,0

Pusat Pusat 4.860.650,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan

Kriteria

1.300.000,0

01.AFA.002 NSPK Keamanan, Mutu, Gizi,

Label, Iklan dan Kelembagaan

Keamanan dan Mutu Pangan

1.000.000,0

101 - Penyusunan NSPK

Keamanan, Mutu, Gizi, Label,

Iklan dan Kelembagaan

Keamanan dan Mutu Pangan

1.000.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Pusat Pusat 1.000.000,0

01.AFA.003 NSPK Pengawasan Keamanan

dan Mutu Pangan

300.000,0

101 - Penyusunan NSPK

Pengawasan Keamanan dan

Mutu Pangan

300.000,0

Pusat Pusat 300.000,0

01.PCA Perizinan Produk 7.900.000,0

01.PCA.001 Sertifikat sarana dan produk

pangan segar yang memenuhi

standar keamanan dan mutu

pangan

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan Negara
dan Mendorong Kemandirian
Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi
Biru

Swasembada
Pangan

Pengendalian
Penyakit Asal Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan,
serta Penjaminan
Mutu dan Keamanan
Pangan

Pengawasan
Kualitas Mutu
dan Keamanan
Pangan

7.900.000,0

101 - Sertifikasi dan registrasi 7.900.000,0

Pusat Pusat 2.500.000,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 150.000,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

150.000,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

150.000,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 150.000,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 150.000,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

150.000,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

100.000,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

250.000,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

150.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan
Riau

150.000,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

250.000,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

250.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

250.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

150.000,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

250.000,0

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

250.000,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 150.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

150.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

100.000,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

150.000,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

100.000,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

150.000,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

100.000,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

100.000,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

250.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

150.000,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

250.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

100.000,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

150.000,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

100.000,0

Provinsi
Maluku

Provinsi
Maluku

150.000,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi
Maluku Utara

100.000,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

100.000,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 100.000,0

01.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 5.699.489,0

01.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pasar

Pangan Segar Aman

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan Negara
dan Mendorong Kemandirian
Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi
Biru

Swasembada
Pangan

Pengendalian
Penyakit Asal Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan,
serta Penjaminan
Mutu dan Keamanan
Pangan

Pengawasan
Kualitas Mutu
dan Keamanan
Pangan

2.071.729,0

101 - Fasilitasi dan

Pembinaan Pasar Pangan

Segar Aman

2.071.729,0

Pusat Pusat 2.071.729,0

01.QDB.002 Otoritas Kompeten Keamanan

Pangan yang dibina

3.627.760,0

101 - Otoritas Kompeten

Keamanan Pangan Daerah

yang dibina

3.627.760,0

Pusat Pusat 1.625.760,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 60.000,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

60.000,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

90.000,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 60.000,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 90.000,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

90.000,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

90.000,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

90.000,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

50.000,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

150.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

150.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

50.000,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

150.000,0

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

62.000,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 84.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

60.000,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

90.000,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

60.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

60.000,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

60.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

60.000,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

60.000,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

66.000,0

Provinsi
Maluku

Provinsi
Maluku

80.000,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi
Maluku Utara

80.000,0

01.QIA Pengawasan dan Pengendalian

Produk

6.798.000,0

01.QIA.001 Pangan Segar yang Memenuhi

Syarat Keamanan dan Mutu

Pangan

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan Negara
dan Mendorong Kemandirian
Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi
Biru

Swasembada
Pangan

Pengendalian
Penyakit Asal Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan,
serta Penjaminan
Mutu dan Keamanan
Pangan

Pengawasan
Kualitas Mutu
dan Keamanan
Pangan

6.798.000,0

101 - Pengawasan, Investigasi

dan Penindakan Keamanan

Dan Mutu Pangan

6.798.000,0

Pusat Pusat 6.598.000,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

100.000,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

100.000,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian,

Kehutanan dan Lingkungan Hidup

4.205.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

01.RAG.001 Sarana Keamanan dan Mutu

Pangan

Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan Negara
dan Mendorong Kemandirian
Bangsa melalui Swasembada
Pangan, Energi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital,
Ekonomi Hijau, dan Ekonomi
Biru

Swasembada
Pangan

Pengendalian
Penyakit Asal Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan,
serta Penjaminan
Mutu dan Keamanan
Pangan

Pengujian
Kualitas Mutu
dan Keamanan
Pangan

4.205.000,0

101 - Fasilitasi Sarana

Keamanan dan Mutu Pangan

4.205.000,0

Pusat Pusat 4.205.000,0

02 Meningkatnya kualitas konsumsi

pangan masyarakat

31.500.000,0

02.AEA Koordinasi 7.860.000,0

02.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek,

Monev dan Pelaporan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

7.860.000,0

101 - Koordinasi, Sosialisasi,

Bimtek, Monev dan

Pelaporan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

7.860.000,0

Pusat Pusat 7.860.000,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan

Kriteria

600.000,0

02.AFA.001 NSPK Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

600.000,0

101 - Penyusunan NSPK

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

600.000,0

Pusat Pusat 600.000,0

02.BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 2.000.000,0

02.BDG.001 UMKM pangan lokal yang

terfasilitasi penganekaragaman

pangan

2.000.000,0

101 - Pengembangan Usaha

Pangan Lokal

2.000.000,0

Pusat Pusat 2.000.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

02.PEH Promosi 10.340.000,0

02.PEH.001 Promosi Pangan B2SA 10.340.000,0

101 - Promosi Pangan B2SA 10.340.000,0

Pusat Pusat 3.500.000,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 180.000,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

180.000,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

180.000,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 180.000,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 180.000,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

180.000,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

180.000,0

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

180.000,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

180.000,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan
Riau

180.000,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

180.000,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

180.000,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

180.000,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

180.000,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

180.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

180.000,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 180.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

180.000,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

180.000,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

180.000,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

180.000,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

180.000,0

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

180.000,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

180.000,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

180.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

180.000,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

180.000,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

180.000,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

180.000,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

180.000,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Maluku

Provinsi
Maluku

180.000,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi
Maluku Utara

180.000,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

180.000,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 180.000,0

Provinsi Papua
Selatan

Provinsi Papua
Selatan

180.000,0

Provinsi Papua
Tengah

Provinsi Papua
Tengah

180.000,0

Provinsi Papua
Pegunungan

Provinsi Papua
Pegunungan

180.000,0

Provinsi Papua
Barat Daya

Provinsi Papua
Barat Daya

180.000,0

02.QDD Fasilitasi dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat

9.200.000,0

02.QDD.001 Kelompok masyarakat yang

terfasilitasi penganekaragaman

pangan

9.200.000,0

102 - Rumah pangan B2SA 9.200.000,0

Pusat Pusat 684.460,0

Provinsi Aceh Provinsi Aceh 179.950,0

Provinsi
Sumatera
Utara

Provinsi
Sumatera
Utara

93.950,0

Provinsi
Sumatera
Barat

Provinsi
Sumatera
Barat

91.950,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 171.950,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 171.950,0

Provinsi
Sumatera
Selatan

Provinsi
Sumatera
Selatan

491.950,0

Provinsi
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

251.950,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Lampung

Provinsi
Lampung

318.950,0

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung

177.950,0

Provinsi
Kepulauan
Riau

Provinsi
Kepulauan
Riau

260.950,0

Provinsi DKI
Jakarta

Provinsi DKI
Jakarta

79.950,0

Provinsi Jawa
Barat

Provinsi Jawa
Barat

470.950,0

Provinsi Jawa
Tengah

Provinsi Jawa
Tengah

473.950,0

Provinsi DI
Yogyakarta

Provinsi DI
Yogyakarta

386.950,0

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi Jawa
Timur

473.950,0

Provinsi
Banten

Provinsi
Banten

86.190,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 333.950,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Barat

Provinsi Nusa
Tenggara Barat

511.950,0

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

Provinsi Nusa
Tenggara
Timur

262.950,0

Provinsi
Kalimantan
Barat

Provinsi
Kalimantan
Barat

253.950,0

Provinsi
Kalimantan
Tengah

Provinsi
Kalimantan
Tengah

253.950,0

Provinsi
Kalimantan
Selatan

Provinsi
Kalimantan
Selatan

173.950,0



KODE

SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI

RINCIAN OUTPUT / RINCIAN

OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM

PRIORITAS

KEGIATAN

PRIORITAS

PROYEK

PRIORITAS

DUKUNGAN

(TEMATIK)

100 JANJI

PRESIDEN

ALOKASI

(RP RIBU)
PROVINSI

KABUPATEN /

KOTA

Provinsi
Kalimantan
Timur

Provinsi
Kalimantan
Timur

253.950,0

Provinsi
Kalimantan
Utara

Provinsi
Kalimantan
Utara

99.950,0

Provinsi
Sulawesi Utara

Provinsi
Sulawesi Utara

349.950,0

Provinsi
Sulawesi
Tengah

Provinsi
Sulawesi
Tengah

183.950,0

Provinsi
Sulawesi
Selatan

Provinsi
Sulawesi
Selatan

433.950,0

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

Provinsi
Sulawesi
Tenggara

184.950,0

Provinsi
Gorontalo

Provinsi
Gorontalo

182.950,0

Provinsi
Sulawesi Barat

Provinsi
Sulawesi Barat

183.950,0

Provinsi
Maluku

Provinsi
Maluku

186.950,0

Provinsi
Maluku Utara

Provinsi
Maluku Utara

186.950,0

Provinsi Papua
Barat

Provinsi Papua
Barat

103.950,0

Provinsi Papua Provinsi Papua 189.950,0

02.QMA Data dan Informasi Publik 1.500.000,0

02.QMA.001 Data Situasi Konsumsi Pangan 1.500.000,0

101 - Analisis Konsumsi

Pangan

1.500.000,0

Pusat Pusat 1.500.000,0

Total 68.135.379,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar 36.635.379,0 0,0 0,0 0,0

01.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Rekomendasi Kebijakan/ Kajian 1.243.760,0 0,0 0,0 0,0

01.ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan

Pangan

8 Rekomendasi Kebijakan 1.243.760,0 8 8 8 0,0 0,0 0,0

01.ABR.002.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label

dan Iklan Pangan

8,0 Rekomendasi Kebijakan 155.470,0 1.243.760,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA Koordinasi kegiatan 9.489.130,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan

Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

9 kegiatan 4.628.480,0 10 10 10 0,0 0,0 0,0

01.AEA.002.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan

dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

9,0 kegiatan 514.275,6 4.628.480,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

01.AEA.003 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar

Keamanan dan Mutu Pangan

3 kegiatan 4.860.650,0 3 3 3 0,0 0,0 0,0

01.AEA.003.101 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar

Keamanan dan Mutu Pangan

3,0 kegiatan 1.620.216,7 4.860.650,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan Standar/
Pedoman/ Standar

1.300.000,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.002 NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan

Keamanan dan Mutu Pangan

5 NSPK 1.000.000,0 7 7 7 0,0 0,0 0,0

01.AFA.002.101 Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan

Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan

7,0 NSPK 142.857,1 1.000.000,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

01.AFA.003 NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan 3 NSPK 300.000,0 5 5 5 0,0 0,0 0,0

01.AFA.003.101 Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan 3,0 NSPK 100.000,0 300.000,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

01.PCA Perizinan Produk Produk/ Keputusan 7.900.000,0 0,0 0,0 0,0

01.PCA.001 Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar

keamanan dan mutu pangan

2200 Produk 7.900.000,0 5411 5411 5411 0,0 0,0 0,0

01.PCA.001.101 Sertifikasi dan registrasi 2.200,0 produk 3.590,9 7.900.000,0 5.546,0 5.546,0 5.546,0 0,0 0,0 0,0

01.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Lembaga/ Unit Kerja/ Tim 5.699.489,0 0,0 0,0 0,0

01.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman 17 Lembaga 2.071.729,0 100 100 100 0,0 0,0 0,0

01.QDB.001.101 Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman 100,0 lembaga 20.717,3 2.071.729,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

01.QDB.002 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina 230 Lembaga 3.627.760,0 206 217 250 0,0 0,0 0,0

01.QDB.002.101 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina 225,0 Lembaga 16.123,4 3.627.760,0 198,0 219,0 250,0 0,0 0,0 0,0

01.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk Produk/ Laporan/ Keputusan 6.798.000,0 0,0 0,0 0,0

01.QIA.001 Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan 3 Laporan 6.798.000,0 10 10 10 0,0 0,0 0,0



KODE
SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT /

KOMPONEN

TAHUN 2025 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET
SATUAN

SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2025

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2026 2027 2028 2026 2027 2028

01.QIA.001.101 Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu

Pangan

3,0 laporan 2.266.000,0 6.798.000,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Unit 4.205.000,0 0,0 0,0 0,0

01.RAG.001 Sarana Keamanan dan Mutu Pangan 2 Unit 4.205.000,0 8 8 8 0,0 0,0 0,0

01.RAG.001.101 Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan 3,0 unit 1.401.666,7 4.205.000,0 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 31.500.000,0 0,0 0,0 0,0

02.AEA Koordinasi kegiatan 7.860.000,0 0,0 0,0 0,0

02.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

10 kegiatan 7.860.000,0 12 12 12 0,0 0,0 0,0

02.AEA.001.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

12,0 kegiatan 655.000,0 7.860.000,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria NSPK/ Rancangan Standar/
Pedoman/ Standar

600.000,0 0,0 0,0 0,0

02.AFA.001 NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan 3 NSPK 600.000,0 4 4 0 0,0 0,0 0,0

02.AFA.001.101 Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan 3,0 NSPK 200.000,0 600.000,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

02.BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM UMKM 2.000.000,0 0,0 0,0 0,0

02.BDG.001 UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan 10 UMKM 2.000.000,0 60 80 100 0,0 0,0 0,0

02.BDG.001.101 Pengembangan Usaha Pangan Lokal 10,0 UMKM 200.000,0 2.000.000,0 60,0 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0

02.PEH Promosi promosi/ Kegiatan 10.340.000,0 0,0 0,0 0,0

02.PEH.001 Promosi Pangan B2SA 39 Kegiatan 10.340.000,0 39 39 39 0,0 0,0 0,0

02.PEH.001.101 Promosi Pangan B2SA 39,0 kegiatan 265.128,2 10.340.000,0 39,0 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0

02.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelompok Masyarakat 9.200.000,0 0,0 0,0 0,0

02.QDD.001 Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan 101 Kelompok Masyarakat 9.200.000,0 460 460 460 0,0 0,0 0,0

02.QDD.001.102 Rumah pangan B2SA 101,0 kelompok masyarakat 91.089,1 9.200.000,0 450,0 460,0 460,0 0,0 0,0 0,0

02.QMA Data dan Informasi Publik layanan/ dokumen/ publikasi/
Wilayah/ Peta/ Data/ Lokasi

1.500.000,0 0,0 0,0 0,0

02.QMA.001 Data Situasi Konsumsi Pangan 1 Data 1.500.000,0 1 1 1 0,0 0,0 0,0

02.QMA.001.101 Analisis Konsumsi Pangan 1,0 data 1.500.000,0 1.500.000,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Total 68.135.379,0 - - - 0,0 0,0 0,0

C. SUMBER PENDANAAN



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

01 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar 36.635.379,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.635.379,0

01.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 1.243.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.243.760,0

01.ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan 1.243.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.243.760,0

01.ABR.002.101 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Utama 1.243.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.243.760,0

01.AEA Koordinasi 9.489.130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.489.130,0

01.AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar

Keamanan dan Mutu Pangan

4.628.480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.628.480,0

01.AEA.002.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan

Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Utama 4.628.480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.628.480,0

01.AEA.003 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu

Pangan

4.860.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.860.650,0

01.AEA.003.101 Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu

Pangan

Utama 4.860.650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.860.650,0

01.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1.300.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.300.000,0

01.AFA.002 NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

01.AFA.002.101 Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan

Mutu Pangan

Utama 1.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000.000,0

01.AFA.003 NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan 300.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300.000,0

01.AFA.003.101 Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Utama 300.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300.000,0

01.PCA Perizinan Produk 7.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.900.000,0

01.PCA.001 Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu

pangan

7.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.900.000,0

01.PCA.001.101 Sertifikasi dan registrasi Utama 7.900.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.900.000,0

01.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 5.699.489,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.699.489,0

01.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman 2.071.729,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.071.729,0

01.QDB.001.101 Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman Utama 2.071.729,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.071.729,0

01.QDB.002 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina 3.627.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.627.760,0

01.QDB.002.101 Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang dibina Utama 3.627.760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.627.760,0

01.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 6.798.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.798.000,0

01.QIA.001 Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan 6.798.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.798.000,0

01.QIA.001.101 Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan Utama 6.798.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.798.000,0

01.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 4.205.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.205.000,0

01.RAG.001 Sarana Keamanan dan Mutu Pangan 4.205.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.205.000,0

01.RAG.001.101 Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan Utama 4.205.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.205.000,0



KODE SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN
JENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL

02 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat 31.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.500.000,0

02.AEA Koordinasi 7.860.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.860.000,0

02.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 7.860.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.860.000,0

02.AEA.001.101 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

Utama 7.860.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.860.000,0

02.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000,0

02.AFA.001 NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan 600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000,0

02.AFA.001.101 Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan Utama 600.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600.000,0

02.BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 2.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000.000,0

02.BDG.001 UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan 2.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000.000,0

02.BDG.001.101 Pengembangan Usaha Pangan Lokal Utama 2.000.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.000.000,0

02.PEH Promosi 10.340.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.340.000,0

02.PEH.001 Promosi Pangan B2SA 10.340.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.340.000,0

02.PEH.001.101 Promosi Pangan B2SA Utama 10.340.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.340.000,0

02.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 9.200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.200.000,0

02.QDD.001 Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan 9.200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.200.000,0

02.QDD.001.102 Rumah pangan B2SA Utama 9.200.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.200.000,0

02.QMA Data dan Informasi Publik 1.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500.000,0

02.QMA.001 Data Situasi Konsumsi Pangan 1.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500.000,0

02.QMA.001.101 Analisis Konsumsi Pangan Utama 1.500.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500.000,0

Total 68.135.379,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68.135.379,0
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